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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

negara dalam meningkatankan pertumbuhan perekonomiannya. Pembangunan 

ekonomi daerah khususnya kabupaten dan kota adalah titik awal dalam 

melaksanakan pembangunan, agar daerah dapat lebih memahami potensi dan 

kebutuhan di wilayahnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam 

mengurus perekonomiannya sendiri. Dengan diberlakukannya Undang Undang 

No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang No. 33 

Tahun 2004 mengenai perimbangan  keuangan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah memberikan peran penting terhadap pelaksanaan otonomi daerah. 

Otonomi daerah berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah adalah  hak, wewenang, dan  kewajiban daerah otonom 

dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pendapatan dan Belanja Anggaran Pusat dan 

Daerah mengatur bahwa sumber-sumber pendapatan daerah meliputi: pendapatan 

asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan daerah. Sedangkan pembiayaan ialah tiap 

penerimaan yang dibayarkan kembali ataupun pengeluaran yang hendak diterima 
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kembali. Pembiayaan ini meliputi: sisa perhitungan APBD, penerimaan dari 

pinjamaan daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan aset yang 

dipishakan (Rikayana, 2018). 

Tujuan pemerintahan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan 

pembangunan yang menyeluruh di setiap wilayah. Pemerintah melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerahnya untuk mendukung pembangunan dan mendanai 

pengeluaran pemerintah daerah itu sendiri. Besarnya pendapatan asli daerah 

diharapkan agar pemerintah daerah mampu secara mandiri dalam melaksanakan 

otonominya dan tidak bergantung pada subsidi pemerintah pusat (Andaria et, al. 

2015). 

Salah satu upaya untuk meningkatakan penerimaan pendapatan asli daerah 

dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu dengan menggali sebanyak-banyaknya 

potensi sumber pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber 

penerimaan daerah yang berperan penting dalam pembangunan yang secara 

menyeluruh dapat digunankan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah. 

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, 

pemerintah mengupayakan untuk meratakan perekonomian dengan pemungutan 

pajak. Oleh karena itu, perlu adanya perluasan objek pajak, salah satu diantaranya 

yaitu pajak hotel (Wokas & Kobandaha, 2016). 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel adalah pajak 

yang dipungut atas jasa yang diberikan oleh hotel. Hotel menyediakan akomodasi 

dan fasilitas istirahat, termasuk layanan berbayar lainnya, termasuk motel, 

losmen, pondok wisata, hotel wisata, losmen,  rumah penginapan dan sejenisnya, 
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serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.  Menurut Sulastiyono (2011)  

dalam Moha & Loindong ( 2016) Hotel merupakan suatu perusahaan, instansi 

atau badan usaha akomodasi yang menyiapkan pelayanan makanan, minuman, 

dan fasilitas jasa penginapan kepada setiap orang yang sedang melakukan 

perjalanan dan membayar sejumlah uang sesuai dengan pelayanan yang diterima. 

Kemudian memungut biaya dari hasil layanan tersebut sebagai pajak atas 

pendapatan pemerintah. 

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2007 

tentang pembentukan kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo. Sebagai 

daerah otonomi yang baru menjalankan desentralisasinya, pemerintah kabupaten 

Gorontalo Utara juga mengupayakan untuk meningkatakan sumber penerimaan 

pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak. Adapun berbagai macam jenis 

pungutan pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan dearah yang potensial 

melalui peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pemberian dan 

pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan 

pendapatan daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak 

reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c dan 

bea peralihan atas tanah dan bangunan. Pajak hotel merupakan pajak yang 

potensial, jika dilihat sektor tersebut saling berhubungan dengan pertumbuhan 

industri di kabupaten Gorontalo Utara. Berikut tabel pertumbuhan industri hotel 

dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 
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                                                                     Tabel 1.1  

Jumlah Hotel, Kamar, dan  

Tempat Tidur di Kabupaten Gorontalo Utara 
 

Tahun Hotel Kamar Tempat Tidur 

2016 2 31 37 

2017 2 31 37 

2018 3 50 58 

2019 3   51 60 

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah hotel di kabupaten Gorontalo Utara 

dari tahun 2016 sampai 2019 sedikit mengalami peningkatan, jumlah kamar dan 

tempat tidur mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai 2019. Menurut 

keterangan Dwi Hendro Siswo Purnomo, Koordinator Seksi Integrasi Pengolahan 

dan Diseminasi Statistik, BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Gorontalo Utara 

menjelaskan bahwa hambatan dalam pencatatan data kegiatan bisnis akomodasi 

hotel untuk tahun 2020 dikarenakan hotel tidak melaporkan aktivitas bisnisnya 

selama masa pandemi covid 19.  Salah satu faktor yang menyebabkan akan 

meningkatnya pertumbuhan bisnis akomodasi antara lain jumlah wisatawan, objek 

wisata, kondisi dan letak geografis suatu wilayah. Melihat data akomodasi hotel, 

yang ada di kabupaten Gorontalo Utara jumlahnya sedikit. Oleh karena itu 

pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan sektor pariwisata untuk 
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meningkatkan aktivitas bisnis di industri perhotelan dalam rangka meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 

Penelitian ini berfokus pada salah satu jenis pajak daerah yang juga 

berperan penting dalam peningkatkan pendapatan asli daerah yaitu pajak hotel. 

selain itu sebaran jumlah hotel yang terdaftar di kabupaten Gorontalo Utara 

menjadi salah satu pertimbangan penulis untuk mengambil topik penelitian ini, 

dalam menganalisis dan mengukur sejauh mana tingkat efektivitas serta kontribusi 

pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.  

                                                  Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Pajak Hotel  

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016-2020 

 

NO TAHUN TARGET REALISASI 

1 2016  Rp                20.000.000,00   Rp                       17.221.200,00  

2 2017  Rp                40.000.000,00   Rp                       24.920.875,00  

3 2018  Rp                40.000.000,00   Rp                       14.659.000,00  

4 2019  Rp                36.000.000,00   Rp                       53.324.198,00  

5 2020  Rp                48.000.000,00   Rp                       11.115.000,00  

Sumber : DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara, 2022   

 

Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak hotel, perlu dilakukan 

penghitungan pajak daerah secara akurat agar dapat diketahui tingkat efektivitas 

dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Pajak Hotel yang di pungut 

oleh pemerintah kabupaten Gorontalo Utara tentu saja mengalami fluktuatif setiap 

tahunnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong penulis untuk 

melakukan penelitan yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak 

Hotel Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah  

berikut ini : 

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak hotel di kabupaten Gorontalo Utara? 

2. Bagaimana kontribusi pajak hotel mengenai pendapatan asli daerah 

kabupaten Gorontalo Utara? 

 

1.3. Tujuan Penelitan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat efektivitas pajak hotel 

di kabupaten Gorontalo Utara. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kontribusi pajak hotel 

mengenai pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo Utara. 

1.4. Manfaat Penelitan 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitan ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan. 

2) Bagi Pemerintah 

Sebagai pengambil kebijakan, pemerintah diharapkan mendapat informasi 

yang berguna dalam menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan 

efektivitas dan kontribusi pajak hotel di kabupaten Gorontalo Utara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pengertian Pajak 

Menurut Pangerapan et, al. (2018) “Pajak adalah pungutan wajib yang 

dibayarkan oleh  rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan 

pemerintah daerah dan masyarakat”. 

Selanjutnya, Guritno Mangkoesoebroto (1999) dalam Supit et, al. 

(2015) “Pajak adalah pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, dan 

pungutan tersebut memiliki dasar hukum. Retribusi wajib dapat dikenakan kepada 

wajib pajak yang tidak menerima balas jasa secara langsung dapat ditunjukkan 

penggunaannya”. 

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, “Pajak adalah iuran 

wajib orang pribadi atau badan kepada daerah sesuai dengan undang-undang, 

bersifat wajib dan tidak mempunyai imbalan secara langsung, digunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah”. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak 

merupakan peralihan kekayaan orang pribadi atau badan ke kas Negara. Dipungut 

berdasarkan undang-undang, tidak ada imbalan jasa secara langsung yang dapat 

ditunjukkan. Sifat pemungutannya adalah dapat dipaksakan, untuk membiayai 

pengeluaran Negara berdasarkan kewenangan yang telah diatur oleh undang-

undang beserta aturan pelaksanaannya.  



8 
 

 

2.1.2. Fungsi Pajak 

Pajak memegang peranan yang sangat penting terutama dalam 

pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan nasional  

untuk membiayai semua pengeluaran. Menurut Anwar Pohan (2017) fungsi pajak 

yaitu: 

a. Fungsi Pajak Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak berfungsi sebagai wadah untuk memasukan dana secara optimal ke 

kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah 

memungut dana dari penduduknya untuk membiayai berbagai kepentingan 

negara. 

b. Fungsi Pajak Regulerend (Mengatur) 

Pajak berfungsi sebagai alat ukur dalam mengatur ataupun melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. 

Contoh : 

1) Pengenaan pajak yang tinggi bagi minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

2) Pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk membatasi impor barang 

tertentu. 

3) Pengurangan tarif  pajak sebesar 50% untuk mendorong berkembangnya 

usaha-usaha kecil (pengusaha UMKM), untuk meningkatkan daya saing 

dengan negara-negara lain.  

c. Fungsi Stabilitas 
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Pajak memiliki fungsi stabilitas dalam menjaga keseimbangan 

perekonomian seperti menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan menjaga 

agar defisit perdagangan tidak semakin melebar. 

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak sebagai sumber pendapatan negara, pemerintah membutuhkan dana 

tersebut untuk membiayai pembangunan, seperti jalan raya, jembatan, jalan 

kereta api dan sebagainya. Dana tersebut dapat dipenuhi melalui pajak yang 

dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak, dan mereka yang 

tidak mampu membayar pajak juga dapat merasakan manfaat dari 

pembangunan tersebut. 

2.1.3. Klasifikasi Pajak 

Menurut Anwar Pohan (2017), pajak dapat digolongkan menjadi tiga 

yaitu menurut lembaga pemungutannya, golongannya dan menurut sifatnya. 

a. Menurut Lembaga Pemungutannya 

Menurut lembaga pemungutannya pajak terbagi atas: 

1)   Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga. 

       Contoh : pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan pajak 

penjualan atas barang mewah dan bea materai. 

2)   Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah 

dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak daerah sendiri terdiri atas:  

a) Pajak provinsi, contohnya: pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
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b) Pajak kabupaten/kota, contohnya: pajak hotel, pajak reklame dan 

pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. 

b. Menurut Golongannya 

Menurut golongannya pajak terbagi atas: 

1) Pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dilimpahkan atau 

dibebankan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. 

Conoh : pajak penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan atau 

dibebankan kepihak lain. 

Contoh : bea balik nama. 

c. Menurut Sifatnya 

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yakni: 

1) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan pribadi         

wajib pajak.  

Contoh : pajak penghasilan. 

2) Pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaanya yang 

diperhatikan adalah objeknya, dan kemudian dicari subjeknya. 

Contoh : pajak penjualan atas barang mewah. 

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak  

          Menurut Anwar Pohan (2017) sistem pemungutan pajak terdiri dari: 

1.  Self Assessment Systems (Sistem Menghitung Pajak Sendiri) 
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Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab 

kepada wajib pajak untuk melaksanakan  sendiri kewajiban dan hak 

perpajakannya. 

Ciri-ciri self assessment system : 

a.  Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

wajib pajak sendiri. Fiskus hanya mengawasi tidak boleh ikut 

campur. 

b. Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, menyetor,   

memotong/memungut dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c.    Surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari 

hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus. 

2. Officiall Assessment System (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan) 

Suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada 

fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-ciri official assessment system: 

a.  Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada    

pihak fiskus. 

b.  Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang. 

c. Utang pajak timbul setelah diterbitkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

3.    Withholding System 



12 
 

 

Suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada 

pihak ketiga (withholder) untuk memotong atau memungut pajak yang 

terutang. 

Ciri-ciri withholding system: 

a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga (withholder). 

b. Wajib pajak pemungut/pemotong (withholder) bersifat aktif dalam 

menghitung, menyetor, memotong/memungut dan melaporkan 

sendiri pajak yang dipungutnya. 

c. Utang pajak timbul setelah ada pemotongan/pemungutan pajak dan 

diterbitkan bukti pemungutan oleh pihak pemungut pajak 

(withholder). 

2.1.5. Pajak Hotel 

2.1.5.1. Pengertian Pajak Hotel 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel adalah 

pajak yang dipungut atas jasa yang diberikan oleh hotel. Hotel menyediakan 

akomodasi dan fasilitas istirahat, termasuk layanan berbayar lainnya, termasuk 

motel, losmen, pondok wisata, hotel wisata, losmen,  rumah penginapan dan 

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. 

2.1.5.2. Objek Pajak Hotel 

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak hotel 

adalah pelayanan yang diberikan oleh hotel berbayar, termasuk layanan tambahan 



13 
 

 

sebagai integritas hotel, yang memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk 

fasilitas olahraga dan hiburan. Dalam pengenaannya yang menjadi objek pajak 

hotel adalah : 

a.     Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. 

b.    Layanan tambahan sebagai pelengkap fasilitas penginapan atau tinggal 

jangka pendek, seperti fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, 

fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis 

lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. 

c.     Fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan khusus untuk tamu 

hotel  dan bukan untuk umum. 

2.1.5.3. Wajib Pajak Hotel dan Subjeknya 

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan 

retribusi daerah,  wajib pajak hotel dan subjeknya yaitu : 

a. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 

pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan 

Hotel. 

b. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang 

mengusahakan Hotel. 

2.1.5.4. Dasar Pengenaan Pajak Hotel 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, menetapkan 

bahwa pajak didasarkan pada jumlah yang dibayarkan ke hotel atau jumlah yang 

harus dibayar ke hotel. Tarif pajak hotel tertinggi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh 
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persen). Tarif pajak hotel ditentukan oleh peraturan setempat. Pokok pajak hotel 

yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak, dan pajak hotel yang 

terutang dipungut di daerah tempat hotel berada. 

2.1.6. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang Perimbangan Keuangan dan Belanja Daerah 

Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan fiskal daerah adalah penerimaan yang 

dipungut oleh keuangan daerah sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan 

perundang-undangan. Pendapatan asli daerah dimaksudkan untuk memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan dana bagi 

pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi daerah, sebagai wujud dari 

desentralisasi. Sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004, terdiri dari : 

1.  Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada daerah 

yang diberlakukan menurut undang-undang tanpa imbalan langsung, dan 

dipergunakan untuk Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kabupaten dan 

kota meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, 

pajak lampu jalan, pajak mineral bukan logam dan subsidi, pajak air 

tanah, pajak parkir, pajak sarang burung walet, tanah dan pajak 

konstruksi, dan pajak perkotaan dan pedesaan, Biaya perolehan hak atas 

tanah dan konstruksi. 

2.  Retribusi Daerah 
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Menurut Mardiasmo (2011) “Retribusi daerah merupakan pungutan atas 

pembayaran jasa dan pemberian izin tertentu yang disediakan oleh 

pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.  

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah objek retribusi terdiri atas retribusi jasa 

umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa 

umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk  

kepentingan umum, dan dapat dinikmati oleh orang pribadi ataupun 

badan. Jenis retribusi jasa umum meliputi objek berikut. 

a. Retribusi pelayanan kesehatan. 

b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 

c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta    

catatan sipil. 

d.  Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. 

e.  Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. 

f.  Retribusi pelayanan pasar. 

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. 

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 

i. Retribusi penggantian biaya cetak peta. 

j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus. 

k. Retribusi pengolahan limbah cair. 

l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang. 

m. Retribusi pelayanan pendidikan. 
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n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 

Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial. Jenis retribusi jasa 

usaha meliputi objek sebagai berikut. 

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah. 

b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan. 

c. Retribusi tempat pelelangan. 

d. Retribusi terminal. 

e. Retribusi tempat khusus parkir. 

f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa. 

g. Retribusi rumah potong hewan. 

h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan. 

i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 

j. Retribusi penyeberangan di air. 

k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah. 

Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu 

oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu 

meliputi objek sebagai berikut. 

a. Retribusi izin mendirikan bangunan. 
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b. Retribusi izin pempat penjualan minuman beralkohol. 

c. Retribusi izin gangguan. 

d. Retribusi izin trayek. 

e. Retribusi izin usaha perikanan. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan hasil pendapatan daerah 

yang dihasilkan dari hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, hasil pengelolaan pemisahan kekayaan 

daerah mengacu pada bagi hasil badan usaha milik daerah (BUMD) dan 

kerjasama dengan pihak ketiga. Pendapatan tersebut meliputi bagi hasil 

seluruh perusahaan/BUMD di daerah, bagi hasil lembaga keuangan 

(bank), dan bagi hasil penyertaan modal atau investasi. 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan 

daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Menurut 

undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah antara lain : (a) hasil penjualan kekayaan 

daerah yang tidak dipisahkan, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) 

selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (d) komisi, potongan, 

ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang/jasa oleh 

daerah. 
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2.1.7. Pengertian Efektivitas 

Secara umum, pengertian efektivitas merupakan suatu keadaan yang 

menunjukan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur 

dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan perencanaan yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

Menurut   Ravianto (2014) ” Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan 

yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang 

diharapkan”. 

Menurut Bungkaes et, al. (2013)  “Efektivitas adalah hubungan antara 

keluaran dan tujuan. Dalam arti efektivitas, mengukur sejauh mana tingkat 

keularan organisasi, kebijakan dan prosedur telah mencapai tujuan yang 

ditetapkan”. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi 

tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target pajak 

hotel sebelumnya. Efektivitas dapat diukur dengan rasio efektivitas yang ditulis 

menggunakan rumus berikut (Halim, 2004) : 

 

                                Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 

Rasio Efektivitas =                                                        X 100% 

                                 Target Penerimaan Pajak Hotel  
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Untuk mengetahui efektif atau tidaknya pajak hotel terhadap 

penerimaan pendapatan asli daerah dapat diukur dengan menggunakan kriteria 

dibawah ini. 

            

           Tabel 2.1. Interpretasi Nilai Efektivitas 

Presentase Kriteria 

>100% Sangat efektiv 

90-100% Efektiv 

80-90% Cukup Efektiv 

60-80% Kurang efektiv 

<60% Tidak efektiv 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 

2.1.8. Pengertian Kontribusi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi kontribusi 

merupakan sumbangan, uang iuran kepada perkumpulan dan sebagainya. 

Menurut Dany H, (2006) pengertian kontribusi adalah suatu bentuk 

sumbangan atau sokongan. 

  Menurut Kamus ekonomi dalam Hasannudin & Wokas (2014), 

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain 

untuk sebagian atau biaya bersama atau kerugian. Oleh karena itu, kontribusi yang 

relevan dapat diartikan sebagai kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli 

daerah. kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari 
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pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Adapun rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut (Halim, 2004) : 

                                           Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 

Rasio Kontribusi =                                                                                 X 100% 

                                   Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap 

pendapatan asli daerah dapat diukur dengan menggunakan kriteria sebagai 

berikut. 

                

                 Tabel 2.2. Klasifikasi Kontribusi 

Presentase Kriteria 

0,00%-10% Sangat kurang 

10,10%-20% Kurang 

20,10%-30% Sedang 

30,10%-40% Cukup baik 

40,10%-50% Baik 

Di atas 50% Sangat baik 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 

 

2.1.9. Realisasi Penerimaan Pajak 

2.1.9.1 Pengertian Realisasi 

Secara umum, pengertian realisasi merupakan tindakan untuk mencapai 

sesuatu yang direncanakan ataupun diharapkan. Sedangkan menurut Ali Hasan 
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(2008) ”Realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan 

dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan”. 

Menurut Munandar (2012) Realisasi anggaran adalah semua kegiatan 

pelaksanaan anggaran, termasuk kegiatan analisis dan evaluasi, eksekusi 

anggaran. Tujuan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan umpan balik 

dan follow up agar berjalan dengan lancar di periode selanjutnya. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi 

merupakan tindakan untuk mencapai suatu perencanaan ataupun harapan. Dalam 

menjalankan tindakan yang nyata dengan adanya pergerakan dari perencanaan 

yang  telah dikerjakan, untuk memberikan umpan balik agar berjalan dengan 

lancar di periode selanjutnya. 

2.1.9.2. Pengertian Penerimaan Pajak 

Realisasi penerimaan pajak merupakan jumlah penerimaan pajak yang 

secara nyata diterima, yang dicapai pada periode waktu tertentu yang kemudian 

dibandingkan dengan target penerimaan pajak.  

Menurut H., Simanjutak Timbul dan Mukhlis (2012) “Penerimaan 

pajak merupakan sumber penerimaan paling penting bagi negara untuk 

kemandirian dan pembiayaan pembangunan”. 

Menurut Suherman (2011) Penerimaan pajak merupakan penghasilan 

yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari rakyat. Wira (2015) menyatakan 

bahwa : “Penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari 

pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas 
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barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya”. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian sebelumnya mengenai Pajak Hotel dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

                                          Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu   

No Nama Judul Hasil Penelitian 

1 Kurniawan 

et, al.(2016) 

Analisis Efektivitas dan 

Kontribusi Pajak Hotel 

Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota 

Surakarta Tahun 2010-

2014 

menunjukkan bahwa pajak 

hotel sangatlah berpotensi 

dalam menyumbang 

pemasukan bagi Pendapatan 

Asli Daerah melalui pajak 

daerah. Dalam hal ini, 

pemerintah dapat berperan 

lebih aktif dan menentukan 

beberapa kebijakan agar 

pemungutannya lebih optimal, 

tidak hanya untuk memenuhi 

tujuan yang telah ditentukan, 

tetapi juga untuk 

memaksimalkan semua potensi 

yang ada. Tingkat efektivitas 

pajak hotel dari tahun 2010 

sampai 2014 terbukti sangat 

efektif, dimana tingkat 

efektivitasnya diatas 100%. 

Tingkat kontribusi pajak hotel 
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dalam upaya peningkatan 

pendapatan asli daerah dari 

tahun 2010 sampai 2014 

terbukti sangat berktontribusi, 

dimana tingkat kontribusinya 

diatas 4%. 

2 Basyarahil, 

(2017) 

Efektivitas Dan 

Kontribusi Pajak Hotel 

Dan Pajak Restoran 

Terhadap Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten 

Jember 

Menunjukan bahwa tingkat 

efektivitas pajak hotel 

kabupaten Jember tahun 2011 

sampai 2015 dengan tingkat 

efektivitas setiap tahunnya 

diatas 100% dan ternasuk 

kriteria sangat efektiv. 

Sedangkan untuk tingkat 

efektivitas pajak restoran 

kabupaten Jember tahun 2011 

sampai 2015 dengan tingkat 

efektivitas setiap tahunnya 

diatas 100% dan termasuk 

kriteria sangat efektiv. Tingkat 

kontribusi pajak hotel terhadap 

penerimaan pendapatan asli 

daerah kabupaten  Jember 

tahun 2011 sampai 2015 

dengan presentase kontribusi 

kurang dari 20% setiap 

tahunnya. Dan untuk tingkat 

kontribusi pajak restoran 

kabupaten Jember  tahun 2011 

sampai 2015 dengan presentase 

kontribusi kurang dari 20% 



24 
 

 

setiap tahunnya. 

 Nini& 

Pebriani, 

(2020) 

Analisis Efektivitas dan 

Kontribusi Pajak Hotel 

Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Padang 

dan Kota Bukittinggi 

Menunjukan bahwa rata-rata 

tingkat efektivitas pajak hotel 

kota Padang tahun 2014 sampai 

2018 sebesar 100,74% dan 

termasuk kriteria sangat efektif. 

Sedangkan tingkat efektivitas 

pajak hotel kota 

Bukittinggitahun 2014 sampai 

2018 sebesar 91,32% dan bisa 

dikatakan efektiv. Tingkat 

kontribusi pajak hotel terhadap 

pendapatan asli daerah Kota 

Padang meningkat dari tahun 

2014 hingga 2018 sebesar 6,7% 

dengan kriteria sangat kurang. 

Sedangkan dari tahun 2014 

hingga 2018 rata-rata tingkat 

kontribusi pajak hotel terhadap 

pendapatan asli daerah kota 

Bukittinggi mengalami  

fluktuatif dengan kriteria 

kurang sebesar 13,53%. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Salah satu upaya untuk meningkatakan penerimaan pendapatan asli 

daerah dalam pelaksanaan desentralisai yaitu dengan menggali sebanyak-

banyaknya potensi sumber pendapatan daerah. Pemerintah kabupaten Gorontalo 

Utara juga mengupayakan untuk meningkatakan sumber penerimaan pendapatan 

asli daerah melalui pemungutan pajak. Salah satunya yaitu bersumber dari pajak 

hotel. Hotel merupakan suatu perusahaan, instansi atau badan usaha akomodasi 

yang menyiapkan pelayanan fasilitas jasa penginapan. Dari perspektif ekonomi, 

hotel dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah 

melalui kontribusi pajak hotel.  

Laju pertumbuhan realisasi pajak hotel tentu saja mengalami fluktuatif 

setiap tahunnya. Sehingga, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tingkat 

efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah 

kabupaten Gorontalo Utara dengan menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi 

atau mengukur rasio. 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan teori pada bab sebelumnya, 

dapat disusun kerangka pemikiran berikut ini. 
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ANALISIS EFEKTIVITAS DAN 

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL 

PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN GORONTALO 

UTARA 

 

EFEKTIVITAS : 

- TARGET PAJAK 

HOTEL 

- REALISASI PAJAK 

HOTEL 

KONTRIBUSI : 

- REALISASI PAJAK 

HOTEL 

- REALISASI 

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

ANALISIS  

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran 

pada bab sebelumnya, yang menjadi objek penelitian ini adalah Efektivitas Dan 

Kontribusi Pajak Hotel, dengan lokasi penelitian di Dinas Pendapatan 

Pengelolahan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo 

Utara Tahun 2016 sampai 2020.  

3.2. Metode Penelitian 

3.2.1. Desain Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mengumpulkan, menyusun, mengelola, dan menganalisis data angka 

untuk menyimpulkan suatu keadaan tertentu dan menarik kesimpulan. Hitung 

angka menggunakan formula efektivitas dan kontribusi atau rasio pengukuran 

(Memah, 2013). 
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3.2.2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel menunjukan definisi variabel yang 

digunakan dalam penelitian yang merupakan penjelasan dari setiap variabel dalam 

penelitian yang menjadi indikatornya. Sehingga operasional yang digunakan 

dalam landasan berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Efektivitas 

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukan tingkat 

keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, 

kuantitas, dan waktu sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan. 

Dalam arti efektivitas, mengukur sejauh mana tingkat keularan organisasi, 

kebijakan dan prosedur telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas 

pajak hotel, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak hotel dengan 

target penerimaan pajak hotel, untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak 

hotel, dengan melalui perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dengan 

hasil yang dicapai. 

2.  Kontribusi 

 Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan 

pihak lain untuk sebagian atau biaya bersama atau kerugian. Oleh karena 

itu, kontribusi yang relevan dapat diartikan sebagai kontribusi pajak hotel 

terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak hotel, yaitu 

perbandingan antara penerimaan pajak hotel dengan penerimaan 

pendapatan asli daerah. 
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Untuk dapat mencapai alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel. 

maka peneliti perlu memasukkan alat ukur operasionalnya yang akan digunakan 

untuk kualifikasi variabel yang diteliti. 

                                            

    Tabel 3. 1 Operasional Variabel                                           

Variabel Dimensi 
Indikator 

Efektivitas 

Rasio 

 Efektivitas 

 

Realisasi Penerimaan Pajak  Hotel 

Efektivitas =                                                    X 100% 

Target Penerimaan Pajak Hotel 

 

 

Kontribusi 

Rasio  

Kontribusi 

 

 
     Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 

Kontribusi =                                                        X 100% 

Realisasi Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah 
 

Sumber: (Halim, 2004) 

 

 

3.2.3. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a.  Jenis Data 

1.  Data Kualitatif 

Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal 

bukan dalam bentuk angka yang umumnya diperoleh dari hasil 

wawancara dengan pihak-pihak terkait pada instansi yang menjadi 

lokasi penelitian. 
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2.  Data Kuantitatif 

Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka baik itu laporan 

keungan dan dokumen-dokumen pendukuing lainya yang diperoleh 

dari lokasi penelitian. 

 

b.  Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari 

sumber asli (Muhammad, 2013). Dalam penelitian ini data primer 

diperoleh dari wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait, 

seperti Pimpinan serta staf, yang bersumber dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara melalui Dinas Pendapatan Pengelolahan 

Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara. 

 2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung biasanya 

diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur yang bersifat melengkapi 

data primer (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini data sekunder 

didapatkan dari pengkajian perpustakaan seperti dokumen yang 

berisikan data keuangan dan laporan keuangan berupa target dan 

realisasi penerimaan pajak hotel, dan pendapatan asli daerah mulai 

tahun 2016-2020, yang dapat diperoleh dari Dinas Pendapatan 

Pengelolahan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 

Gorontalo Utara. 
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3.2.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2015). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Observasi yaitu mengamati dan mencatat hal-hal yang berhubungan 

dengan  penulisan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti guna 

mencapai hasil yang maksimal. 

2. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti 

dengan narasumber, yakni petugas pendapatan pajak daerah kabupaten 

Gorontalo Utara. 

3. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data informasi yang 

berasal dari catatan penting baik berupa dokumen dan lain-lain, yang 

mendukung penelitian dan berhubungan dengan masalah yang diteliti 

dan dapat diperoleh melalui lembaga ataupun organisasi maupun dari 

perorangan. 
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Tabel 3.2 Daftar Informan 

No NAMA JABATAN 

KODE 

INFORMAN 

1. 

Dwi Hendro 

Siswo Purnomo 

Koordinator 

Seksi Integrasi 

Pengolahan dan 

Diseminasi 

Statistik, BPS 

DHSP 

2. 

Husin Halidi, 

SE, M.Si 

Kepala Badan 

Keuangan 

HS,SE, M.Si 

3. 

Fitriyati 

Didipu, SE 

Staf Keuangan FD,SE 

 

3.2.5. Teknik Analisis Data  

Analisis Data dilakukan dengan tahapan berikut ini : 

1. Menentukan tingkat efektivitas pajak hotel 

a. Membuat data target dan realisasi penerimaan pajak hotel. 

b. Menyusun tabel analisis efektivitas pajak hotel, yaitu dengan melakukan 

perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel. 
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Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hotel dapat dilakukan 

dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2004) : 

 

                               Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 

Rasio Efektivitas =                                                        X 100% 

                                 Target Penerimaan Pajak Hotel 

Dan untuk menentukan kategori tingkat efektivitas pajak hotel dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini.  

Tabel 2.1 

Interpretasi Nilai Efektivitas 

Presentase Kriteria 

>100% Sangat efektiv 

90-100% Efektiv 

80-90% Cukup Efektiv 

60-80% Kurang efektiv 

<60% Tidak efektiv 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 

 

2. Menentukan kontribusi pajak hotel 

a.  Membuat data  realisasi penerimaan pajak hotel dan realisasi 

penerimaan pendapatan asli daerah. 

b. Menyusun tabel analisis kontribusi  pajak hotel, yaitu dengan 

melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan 

realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. 
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Selanjutnya untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap 

pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut (Halim, 

2004) : 

 

 

                                           Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 

Rasio Kontribusi =                                                                                 X 100% 

                                   Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

 

Dan untuk menentukan kategori kontribusi pajak hotel dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.2 

 Klasifikasi Kontribusi 

Presentase Kriteria 

0,00%-10% Sangat kurang 

10,10%-20% Kurang 

20,10%-30% Sedang 

30,10%-40% Cukup baik 

40,10%-50% Baik 

Di atas 50% Sangat baik 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.3 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo Utara 

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah Kabupaten di Provinsi 

Gorontalo, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini di bentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. 

Kabupaten ini adalah hasil pemekaran ke tiga (2007) Kabupaten Gorontalo.      

Kabupaten Gorontalo Utara di bagi atas sebelas (11) Kecamatan, (123) 

seratus dua puluh tiga desa dengan jumlah penduduk 104,133 jiwa serta luas 

1,230,07 Km2 sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 84,60 jiwa/Km2 .  

Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara adalah 

sebagai berikut : Anggrek,Atinggola, Biau mekaran Kecamatan Tolinggula 

(2011),Gentuma Raya, Kwandang, Monano mekaran Kecamatan Anggrek 

(2011),Ponelo Kepulawan, mekaran Kecamatan Kwandang (2011),Sumalata, 

Sumalata Timur, mekaran Kecamatan Sumalata (2011), Tolinggula, dan yang 

terahir Tomilito, mekaran Kecamatan Kwandang (2011) 

Sedangkan jumlah Hotel yang ada di kabupaten Gorontalo Utara yaitu 

berjumlah sedikitnya 3 Hotel. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 

informan penelitian pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara. 
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    Tabel 1.2  

Jumlah Hotel, Kamar, dan  

Tempat Tidur di Kabupaten Gorontalo Utara 
 

Tahun Hotel Kamar Tempat Tidur 

2016 2 31 37 

2017 2 31 37 

2018 3 50 58 

2019 3   51 60 

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah hotel di kabupaten Gorontalo 

Utara dari tahun 2016 sampai 2019 sedikit mengalami peningkatan, jumlah kamar 

dan tempat tidur mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai 2019. Menurut 

keterangan Dwi Hendro Siswo Purnomo, Koordinator Seksi Integrasi Pengolahan 

dan Diseminasi Statistik, BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Gorontalo Utara 

menjelaskan bahwa hambatan dalam pencatatan data kegiatan bisnis akomodasi 

hotel untuk tahun 2020 dikarenakan hotel tidak melaporkan aktivitas bisnisnya 

selama masa pandemi covid 19. 

 

 

 



37 
 

 

4.1.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolahan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara. berlokasi di 

Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi 

Gorontalo. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara. Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang dilatar 

belakangi oleh perubahan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Kepala Daerah 

diwajibkan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang terdiri 

dari laporan realisasi APBD, lingkungan pengendalian daerah, informasi dan 

komunikasi dan pemantauan. Konsekuensi logis dari perubahan 

pertanggungjawaban tersebut maka dibentuklah organsiasi BPKD yang telah 

dirubah namanya menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah guna terintegrasinya pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan dan 

pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluraan kas, serta aset/barang 

daerah. Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah memaksa 

organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif 

menuju pemerintahan yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar 45 

yakni pengelolaan keuangan daerah yang menuntut alokasi anggaran disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat. 
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4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Analisis Data Penelitian 

Pengukuran tingkat efektivitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap 

pendapatan asli daerah menggunakan alat ukur berupa rasio, dengan data berupa 

laporan realisasi anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk 

priode 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 pengelolahan data dibentuk dengan 

menggunakan MS. Excel, dengan hasil penelitian sebagai berikut. 

4.2.1.1. Analisis Rasio Efektivitas 

Sebelum dilakukan perhitungan rasio sehubungan dengan rasio 

efektivitas, maka berikut ini data penerimaan pajak hotel, berupa target dan 

realisasi penerimaan pajak hotel yang dibutuhkan dalam perhitungan rasio yang 

bersumber dari laporan keuangan pada kabupaten Gorontalo Utara, yang 

diuraikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Hotel  

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016-2020 

 

N0 TAHUN TARGET REALISASI 

1 2016 Rp. 20.000.000,00 Rp. 17.221.200,00 

2 2017 Rp. 40.000.000,00 Rp. 24.920.875,00 

3 2018 Rp. 40.000.000,00 Rp. 14.695.000,00 

4 2019 Rp. 36.000.000,00 Rp. 53.324.198,00 

5 2020 Rp. 48.000.000.00 Rp. 11.115.000,00 
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Sumber : DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara, 2022 

Berdasarkan tabel diatas pajak hotel dari tahun 2016-2020 menunjukan 

penerimaan yang cukup, mengalami fluktuatif setiap tahunnya dari tahun 2016 

sebesar Rp. 17.221.200,00 , - pada tahun 2019 sebesar Rp. 53.324.198,00 pada 

tahun 2020 menjadi Rp. 11.115.000,00 

4.2.1.2 Perhitungan Rasio Efektivitas 

Rasio efektivitas penerimaan pajak hotel dapat dihitung melalui rasio dibawah ini  

 

                                Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 

Rasio Efektivitas =                                                        X 100% 

                                 Target Penerimaan Pajak Hotel 

 

                        Rp. 17.221.200,00 

Tahun 2016 =  X 100%  = 86,11%  

                        Rp. 20.000.000,00 

 

                        Rp. 24.920.875,00 

Tahun 2017 =  X 100%  = 62,30%  

                        Rp. 40.000.000,00 

 

                        Rp. 14.695.000,00 

Tahun 2018 =  X 100%  = 36,74%  

                        Rp. 40.000.000,00 

 

                        Rp. 53.324.198,00 

Tahun 2019 =  X 100%  = 148,12%  

                        Rp. 36.000.000,00 

 

                        Rp. 11.115.000.00 

Tahun 2020 =  X 100%  = 23,16%  

                        Rp. 48.000.000.00 
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Dari hasil perhitungan diatas, maka perkembangan rasio efektivitas 

pajak hotel di kabupaten Gorontalo Utara, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 

Hotel Di Kabupaten Gorontalo Utara 

 

Tahun 

Target 

Penerimaan 

Pajak Hotel (Rp) 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak Hotel (Rp) 

Rasio 

Efektivitas 

2016 20.000.000,00 17.221.200,00 86,11% 

2017 40.000.000,00 24.920.875,00 62,30% 

2018 40.000.000,00 14.695.000,00 36,74% 

2019 36.000.000,00 53.324.198,00 148,12% 

2020 48.000.000,00 11.115.000,00 23,16% 

Sumber : Data diolah kembali 2022 

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa pada tahun 2016 

Realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 17.221.200,00 dan target penerimaan 

pajak hotel sebesar Rp 20.000.000,00 dengan rasio efektivitas 86,11%, pada tahun 

2017 realisai penerimaan pajak hotel Rp 24.920.875,00 dan target penerimaan 

pajak hotel sebesar Rp 40.000.000,00 dengan rasio efektivitas 62,30%, pada tahun 

2018 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 14.695.000,00 dan target 

penerimaan pajak hotel sebesar 40.000.000,00 dengan rasio efektivitas 36,74%, 

pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 53.324.198,00 dan 

target penerimaan pajak hotel sebesar Rp 36.000.000,00 dengan rasio efektivitas 

148,12%, pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp  
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11.115.000,00 dan target penerimaan pajak hotel sebesar Rp 48.000.000,00 

dengan rasio efektivitas 23,16%. 

Untuk mengukur presentase rasio efektivitas pajak hotel dapat di lihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2. Kriteria Rasio Efektivitas Pajak  

Hotel Di Kabupaten Gorontalo Utara 

 

Tahun Rasio Efektivitas Rasio Presentase Kriteria 

2016 86,11% 80-90% Cukup Efektiv  

2017 62,30% 60-80% Kurang Efektiv 

2018 36,74% <60% Tidak Efektiv 

2019 148,12% >100% Sangat Efektiv 

2020 23,16% <60% Tidak Efektiv 

Sumber : Data diolah kembali 2022 

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat rasio  efektivitas pajak hotel secara 

keseluruhan pada tahun 2016 rasio efektivitas 86-11%, berada pada rasio 

presentase 80-90% dengan kriteria cukup efektiv , pada tahun 2017 rasio 

efektivitas 62,30%, berada pada rasio presentase 60-80% dengan kriteria kurang 

efektiv, pada tahun 2018 rasio efektivitas 36,74%, berada pada rasio presentase 

<60% dengan kriteria tidak efektiv, pada tahun 2019  rasio efektivitas 148,12%, 

berada pada rasio presentase >100% dengan kriteria sangat efektiv, dan pada 

tahun 2020 rasio efektivitas 23,16%, berada pada rasio presentase <60%  dengan  

kriteria tidak efektiv. 
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Sehingga jika didasarkan pada uraian di atas, maka perkembangan 

efektivitas pajak hotel dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam 

gambar grafik berikut ini: 

        Grafik 4.1 : Pajak Hotel Tahun 2016-2020 

 

Gambar 4.1 Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2016-2020 

Berdasarkan gambar grafik diatas, maka dengan jelas dapat dilihat 

perkembangan tingkat efektivitas didalam penerimaan pajak hotel dari tahun 2016 

sebesar 86,11%, mengalami penurunan tetapi sangat kecil ditahun 2017 sebesar 

62,30%, di tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 36,76% kemudian 

mengalami peningkatan ditahun 2019 sebesar 148,12%  dan kembali mengalami 

penurunan yang cukup besar ditahun 2020 menjadi 23,16% 

4.2.1.3. Analisis Rasio Kontribusi 
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Sebelum dilakukan perhitungan rasio sehubungan dengan rasio 

kontribusi, maka berikut ini data kontribusi penerimaan pajak hotel dan 

penerimaan pendapatan asli daerah, berupa realisasi pajak hotel dan realisasi 

pendapatan asli daerah yang dibutuhkan dalam perhitungan rasio yang bersumber 

dari laporan keuangan pada kabupaten Gorontalo Utara, yang diuraikan dalam 

tabel berikut : 

Tabel 4.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan  

Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 

N0 TAHUN TARGET REALISASI  

1 2016 Rp. 26.670.000.000,00 Rp. 24.586.696.146,18 

2 2017 Rp. 47.890.791.457,00 Rp. 44.817.338.961,34 

3 2018 Rp. 32.175.922.522,00 Rp. 27.094.688.712,40 

4 2019 Rp. 35.663.800.438,00 Rp. 32.056.965.027,54 

5 2020 Rp. 32.358.622.543,00 Rp. 26.039.890.727,97 

Sumber : DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara, 2022 

Berdasarkan tabel diatas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni 

tahun 2016 sampai tahun 2020, pendapatan asli daerah  kabupaten Gorontalo 

Utara mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pendapatan asli daerah  kabupaten 

Gorontalo Utara yang terus menerus mengalami fluktuatif setiap tahunnya 

disebabkan karena telah efektifnya realisasi sumber pendapatan asli daerah yaitu 

program intensifikasi dan ekstentifikasi pajak yaitu penarikan pajak cukup 

optimal. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas dimana pada tahun 2016 besarnya 

realisasi pendapatan asli daerah adalah Rp. 24.586.696.146,18 pada tahun 2017 

meningkat sebesar Rp. 44.817.338.961,34 pada tahun 2018 sebesar Rp. 

27.094.688.712,40 pada tahun 2019 kembali mengalami penigkatan sebesar Rp. 
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32.056.965.027,54 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 

26.039.890.727,97 

4.2.1.4 Perhitungan Rasio Kontribusi 

Rasio kontribusi penerimaan pajak hotel dan penerimaan pendapatan asli 

daerah dapat di hitung melalui rasio di bawah ini : 

 

 

 

                                           Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 

Rasio Kontribusi =                                                                                 X 100% 

                                   Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

 

 

                           Rp. 17.221.200,00 

Tahun 2016 =                                       X 100% = 0,07% 

                        Rp. 24.586.696.146,18 

 

                           Rp. 24.920.875,00 

Tahun 2017 =                                       X 100% = 0,06% 

                        Rp. 44.817.338.961,34 

 

                           Rp. 14.695.000,00 

Tahun 2018 =                                       X 100% = 0,05% 

                        Rp. 27.094.688.712,40 

 

                           Rp. 53.324.198,00 

Tahun 2019 =                                       X 100% = 0,17% 

                        Rp. 32.056.965.027,54 

 

                           Rp. 11.115.000.00 

Tahun 2020 =                                       X 100% = 0,4% 

                        Rp. 26.039.890.727,97 
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Dari hasil perhitungan diatas, maka perkembangan rasio kontribusi 

pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah  kabupaten Gorontalo Utara, dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 4.4. Realisasi Penerimaan  Pajak Hotel dan Realisasi 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 

Tahun 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak Hotel (Rp) 

Realisasi 

Penerimaan 

Pendapatan Asli 

Daerah (Rp) 

Rasio 

Kontribusi 

2016 17.221.200,00 24.586.696.146,18 0,07% 

2017 24.920.875,00 44.817.338.961,34 0,06% 

2018 14.695.000,00 27.094.688.712,40 0,05% 

2019 53.324.198,00 32.056.965.027,54 0,17% 

2020 11.115.000,00 26.039.890.727,97 0,04% 

Sumber : Data diolah kembali 2022 

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa pada tahun 2016 

Realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 17.221.200,00 dan realisasi 

penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 24.586.696.146,18 dengan rasio 

kontribusi 0,07%, pada tahun 2017 realisai penerimaan pajak hotel Rp 

24.920.875,00 dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 

44.817.338.961,34 dengan rasio kontribusi  0,06%, pada tahun 2018 realisasi 

penerimaan pajak hotel sebesar Rp 14.695.000,00 dan realisasi penerimaan 

pendapatan asli daerah sebesar Rp 27.094.688.712,40 dengan rasio kontribusi 

0,05%, pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 

53.324.198,00 dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 

32.056.965.027,54  dengan rasio kontribusi 0,17%, pada tahun 2020 realisasi 

penerimaan pajak hotel sebesar Rp  11.115.000,00 dan realisasi penerimaan 
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pendapatan asli daerah sebesar Rp 26.039.890.727,97 dengan rasio kontribusi 

0,04%. 

Untuk mengukur rasio presentase kontribusi pajak hotel dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5. Kriteria Rasio Kontribusi Pajak Hotel  

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 

Tahun Rasio Kontribusi Rasio Presentase Kriteria 

2016 0,07% 0,00%-10% Sangat kurang 

2017 0,06% 0,00%-10% Sangat kurang 

2018 0,05% 0,00%-10% Sangat kurang 

2019 0,17% 0,00%-10% Sangat kurang 

2020 0,04% 0,00%-10% Sangat kurang 

Sumber: Data diolah kembali 2022 

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat  rasio kontribusi penerimaan  pajak 

hotel  terhadap pendapatan asli daerah  pada tahun 2016 rasio kontribusi 0,07%, 

berada pada rasio presentase 0,00%-10% dengan kriteria sangat kurang, pada 

tahun 2017 rasio kontribusi 0,06%%, berada pada rasio presentase 0,00%-10% 

dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2018 rasio kontribusi 0,05%, berada 

pada rasio presentase 0,00%-10% dengan kriteria sangat, pada tahun 2019  rasio 

kontribusi  0,17%, berada pada rasio presentase 0,00%-10% dengan kriteria 

sangat kurang, dan pada tahun 2020 rasio kontribusi 0,04%, berada pada rasio 

presentase 0,00%-10%  dengan  kriteria sangat kurang. 
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Sehingga jika didasarkan pada uraian di atas, maka perkembangan 

kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2016 sampai 

dengan 2020 dapat dilihat dalam gambar grafik berikut ini: 

 

Grafik 4.2 : Pajak Hotel Dan Pendapatan Asli Daerah 

Tahun 2016-2020 

 

Gambar 4.2 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah  

Tahun 2016-2020 

 

Berdasarkan gambar grafik diatas, maka dengan jelas dapat dilihat 

kontribusi didalam penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dari 

tahun 2016 sebesar 0,07%, pada tahun 2017 sebesar 0,06%%, di tahun 2018 

sebesar 0,05% kemudian mengalami peningkatan ditahun 2019 sebesar 0,17%  

dan kembali mengalami penurunan  ditahun 2020 sebesar  0,04% 
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4.3. Pembahasan 

4.3. Efektivitas dan Kontriusi Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Gorontalo 

Utara 

Kabupaten Gorontalo Utara dikatakan sebagai kota wisata dikarenakan 

jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, jumlahnya cukup 

banyak, kurangnya investor yang bersedia berinvestasi adalah tantangan yang 

sedang di hadapi pemerintah daerah, oleh karena itu  pemerintah daerah harus 

mampu memaksimalkan industri perhotelan dalam rangka meningkatkan sumber 

penerimaan pendapatan asli daerah.  

Berdasarkan hasil analisis tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 

anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp 17.221.200,00 atau tingkat capaian sebesar 

86,11% dari target anggaran sebesar Rp 20.000.000,00 selanjutnya tahun 

anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp 24.920.875,00 tingkat capaian sebesar 

62,30% dari target anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 kemudian tahun anggaran 

2018 terealisasi sebesar Rp 14.695.000,00 tingkat capaian sebesar 36,74% dari 

target anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 selanjutnya tahun anggaran 2019 

terealisasi sebesar Rp 53.324.198,00 tingkat capaian sebesar 148,12% dari target 

anggaran sebesar Rp 36.000.000,00 dan tahun anggaran 2020 terealisasi sebesar 

Rp 11.115.000,00 tingkat capaian sebesar 23,16% dari target anggaran sebesar Rp 

48.000.000,00 dari perhitungan tingkat efektivitas pajak hotel di atas dapat di 

katakan kurang efektiv, karena nilai yang di dapat dari hasil perhitungan 

efektivitas masuk dalam nilai di antara 0,00%-100% dan pencapaian efektivitas 

untuk realisasinya masih belum dapat mencapai targetnya dimana secara 
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keseluruhan presentasenya masih menunjukan dibawah 100% dengan nilai 

rata/rata sebesar 71,28%. 

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak hotel terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo Utara, tahun 2016 realisasi anggaran 

penerimaan pajak hotel sebesar Rp 17.221.200,00 sedangkan realisasi anggaran 

penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 24.586.696.146,18 dengan tingkat 

capaian kontribusi pajak hotel sebesar 0,07% selanjutnya tahun 2017 realisasi 

anggaran penerimaan pajak hotel sebesar Rp 24.920.875,00 sedangkan realisasi 

anggaran penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 44.817.338.961,34 

dengan tingkat capaian kontribusi pajak hotel sebesar Rp 0,06% kemudian tahun 

2018 realisasi anggaran penerimaan pajak hotel sebesar Rp 14.695.000,00 

sedangkan realisasi anggaran penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 

27.094.688.712,40 dengan tingkat capaian kontribusi sebesar 0,05% selanjutnya 

tahun 2019 realisasi anggaran sebesar penerimaan pajak hotel Rp  53.324.198,00 

sedangkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 

32.056.965.027,54 dengan tingkat capaian kontribusi pajak hotel sebesar 0,17% 

selanjutnya tahun 2020 realisasi anggaran penerimaan pajak hotel sebesar Rp 

11.115.000,00 sedangkan realisasi anggaran penerimaan pendapatan asli daerah 

sebesar Rp 26.039.890.727,97 dengan tingkat capaian kontribusi pajak hotel 

sebesar 0,04%. 

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak hotel, pencapaian presentase 

penerimaan kontribusi pemungutan pajak hotel dari tahun 2016-2020 mengalami 

pertumbuhan yang berfluktuasi. Pajak hotel memberikan kontribusi dengan  nilai 
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rata/rata sebesar 0,08% terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo 

Utara dengan kriteria 0,00%-10% yang menunjukan kontribusinya sangat kurang 

hal itu terjadi karena. Sulitnya mengakses data penerimaan pendapatan hotel, 

kurangnya investor yang berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur   

khususnya  industri perhotelan, penarikan pajak hotel belum optimal, kurangnya 

kesadaran wajib pajak dalam melaporkan wajib pajaknya, kurangnya kualitas 

sumber daya manusia (karyawan), dan motivasi kerja. 

Berikut hasil wawancara penulis dengan informan atas Nama Bapak 

Husin Halidi, SE, M.Si (Selaku, Kepala Badan Keuangan), yakni : 

“Pajak hotel di kabupaten gorontalo utara tergolong dalam kategori 

belum optimal “ ( Wawancara 7 Desember 2021) 

  Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di atas dapat di 

ketahui bahwa penarikan pajak hotel di kabupaten Gorontalo Utara belum 

optimal. Hal ini terjadi karena kuranngnya aktivitas bisnis dan sedikitnya jumlah 

hotel yang ada. Hal ini didasarkan dalam pernyataan informan, pernyataan 

selanjutnya yakni: 

“ Potensi hotel di kabupaten Gorontalo Utara masih sangat sedikit, dan 

wajib pajak seharusnya melakukan self assesment system (menghitung 

dan melaporkan wajib pajaknya sendiri)” (Wawancara 7 Desember 

2021) 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa potensi hotel 

yang ada di kabupaten Gorontalo utara dalam tahap perkembangan serta 

kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk 

membayar pajak secara mandiri, peran industri perhotelan khusunya, seharusnya 

menjadi perhatian masyarakat lokal terlebih daerah kabupaten Gorontalo utara 
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adalah salah satu wilayah parawisata yang ada di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut 

didasarkan dalam pernyataan informan  selanjutnya : 

“Salah satu wilayah di Provinsi Gorontalo yang cukup banyak objek 

wisatanya, sehingga Kabupaten Gorontalo Utara tergolong daerah 

parawisata, namun karena  infrastruktur dasar berupa akses jalan yang 

belum terbuka secara baik, sehingga hal tersebut menjadi salah satu 

pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi, terlebih dalam 

menjalankan usahanya pada industri perhotelan, masalah infrastruktur 

pemerintah daerah yang belum memadai, seperti jalan, gedung dan lain 

sejenisnya yang mendukung berjalannya roda perekonomian daerah,  

kecuali penginapan dan kos-kosan, namun dalam hal ini tidak termasuk 

dalam objek pajak hotel daerah kabupaten Gorontalo 

Utara”.(Wawancara 7 Desember 2021) 

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas kabupaten Gorontalo utara 

memiliki potensi objek wisata, yang demikian dapat menarik investor dari dalam 

maupun investor dari luar daerah untuk menjalankan usahanya namun masalah 

infrastruktur menjadi tantangan yang sedang dihadapi pemerintah daerah, sejak 

berdirinya wilayah kabupaten Gorontalo Utara dalam 15 tahun terakhir. Hal ini 

didasarkan pada pernyataan informan yaitu : 

“Salah satu indikator daerah berkembang yaitu peningkatan fiskal yang 

dilihat dari peningkatan pajak daerah yang meliputi, pajak hotel, pajak 

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 

peng. Bahan galian c, PBB 2 (Pajak Bumi dan Bangunan), dan  BPHTB 

( Pungutan atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)”, pada 10 

Tahun terakhir pajak daerah kabupaten Gorontalo Utara menunjukan 

hasil yang signifikan, di ikuti dengan kurangnya daya saing terhadap 

sumber daya manusia (karyawan), dan  motivasi kerja.( 7 Desember 

2021) 
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Berdasarkan pernyataan wawancara diatas jelas dapat dilihat bahwa 

penyebab dari kurang optimalnya efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap 

pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo utara  yaitu meliputi kurangnya 

investor yang mau menjalankan usaha pada  industri perhotelan, kurangnya 

kesadaran wajib pajak dalam melaporkan wajib pajaknya, masalah infrastruktur 

serta kurangnya daya saing sumber daya manusia (karyawan), dan motivasi kerja.  

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan informan atas nama Ibu 

Fitriyati Didipu, SE 

“Belum adanyanya sanksi, sanksi untuk wajib pajak sementara 

dirumuskan, sementara itu kekurangan sumber daya manusia, pada 

bagian yang lebih spesifik di lapangan” ( 14 Juni 2022 ) 

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas jelas dapat disimpulkan 

bahwa salah satu penyebab kurang efektifnya serta kurangnya kontribusi  pajak 

hotel di kabupaten Gorontalo Utara yaitu juga disebabkan oleh belum adanya 

sanksi tegas bagi wajib pajak, kekurangan sumber daya manusia pada dinas 

keuangan lebih tepatnya Badan Keuangan menjadi tantangan tersendiri yang 

sedang dihadapi oleh pemerintah daerah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan pada bab sebelumnya 

maka disimpulkan sebagai berikut 

1. Hasil penelitian analisis efektivitas dari perhitungan tingkat efektivitas pajak 

hotel dapat di katakan kurang efektiv, karena nilai yang di dapat dari hasil 

perhitungan efektivitas masuk dalam nilai di antara 0,00%-100% dan 

pencapaian efektivitas untuk realisasinya masih belum dapat mencapai 

targetnya dimana secara keseluruhan presentasenya masih menunjukan 

dibawah 100% dengan nilai rata/rata sebesar 71,28%. 

2. Hasil penelitian analisis  kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah 

kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016-2020, bahwa pencapaian presentase 

penerimaan kontribusi pemungutan pajak hotel  mengalami pertumbuhan yang 

berfluktuasi. Pajak hotel memberikan kontribusi dengan  nilai rata/rata sebesar 

0,08% terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo Utara dengan 

kriteria 0,00%-10% yang menunjukan kontribusinya sangat kurang. 

5.2. Saran 

1. Bagi pemerintah untuk dapat berusaha serta berupaya lebih untuk 

meningkatkan penerimaan pajak hotel dengan cara mempromosikan objek 

objek wisata alam budaya dan keanekaragaman hayati  untuk dapat menarik 

investor dari dalam maupun luar daerah, mempertegas sanksi bagi wajib pajak 

yang tidak mau membayar pajak dan memperbaiki sistem pengelolaan 
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administrasi yang ada, melalui kegiatan sosialisasi secara berkala dan sekaligus 

menerbitkan surat peringatan kepada wajib pajak/pemilik atau perusahaan hotel 

yang terutang pajak. 

2.  Bagi peneiti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa diharapkan 

dapat memperbanyak sektor-sektor pajak lainnya, bukan hanya sektor pajak 

hotel saja, sehingga dapat diketahui kontribusi dan efektivitas terhadap 

pendapatan asli daerah dari sektor pajak lainnya pada tahun selanjutnya 

khusunya pada pemerintah daerah kabupeten Gorontalo Utara 
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LAMPIRAN 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Daftar pernyataan wawancara ini berfungsi untuk membantu menjawab  rumusan 

masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi 

Pajak Hotel Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara”. Berikut daftar 

pertanyaan wawancara yang tersusun untuk menjawab rumusan masalah 

bagaiamana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel pada pemerintah daerah 

kabupaten Gorontalo Utara. 

Daftar pertanayaan : 

1. Apakah penarikan pajak hotel sudah optimal ? 

2. Apa yang menyebabkan pajak hotel belum optimal ? 

3. Kenapa pajak hotel belum berkembang ? 

4. Apakah daerah kabupaten Gorontalo Utara termasuk daerah pariwisata ? 

5. Bagaimana perkembangan pajak daerah dalam 10 Tahun terakhir ? 

6. Bagaimana kualitas sumber daya manusia (karyawan ) ? 

7. Apakah ada sanksi tegas yang ditetapkan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan 

wajib pajaknya ? 
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 Gambar.1 Penelitian di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara 
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